NOMOR

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
100.3.3.2/Kep. 2 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menctapkan Keputusan Bupati tentang
Program  Pembentukan  Peraturan  Kepala  Dacrah
Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan: Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 7044);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Program  Pembentukan  Peraturan  Kepala Daerah
Tahun 2026, dcngan daftar usulan  scbagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal terdapat perintah peraturan
perundang-undangan atau keadaan mendesak untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan
Peraturan Kepala Daerah di luar Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah.

Penyiapan rancangan Peraturan Kepala Dacrah
sebagaimana  dimaksud pada Diktum KESATU,
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengusul/pengampu.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI CIREBON,

4

IMRON

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 2 -HUKUM /2026
TANGGAL 7 JANUARI 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026
DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026
TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
1. Inspektorat 1. Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
2. Pedoman Pengawasan Desa 2026
3. Pedoman Pengaduan Masyarakat 2026
4. Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 2026
Cirebon
2. Dinas Perdagangan dan 1. Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 2026
Perindustrian dan Toko Swalayan
2. Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 2026
3. Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar 2026
3. Dinas Pertanian Penangkaran Benih Padi di Kabupaten Cirebon 2026
4. Dinas Kesehatan Sistem Rujukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Bantuan 2026

[uran Pemerintah Daerah




TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
5. Dinas Pengendalian Penduduk, 1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2026
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2026
3. Akselerasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan pendekatan Sedulur 2026
Sinau Kependudukan (SDSK)
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 2026
2. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 2026
3. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
Anggaran 2026 (Pergeseran I)
4. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
Anggaran 2026 (Pergeseran 1)
5. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
Anggaran 2026 (Pergeseran III)
| 6. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
‘ Anggaran 2026 (Pergeseran V)
7. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 2026
Kabupaten Cirebon
"7 == — == —— el ) s 5 — —
| 8. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Daerah Tahun Anggaran 2027 2026
' 9. Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 2026
1




TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
10. Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah Tahun 2027 2026
11. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2027 2026
12. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2026
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
14. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2026
15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Rubahan) 2026
16. Pengamanan Barang Milik Daerah (Rubahan) 2026
17. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Rubahan) 2026
18. Tandatangan Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah 2026
19. Indikator Kinerja Pengelolaan Aset 2026
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7 Dinas Ketahanan Pangan dan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembudidaya Ikan dan 2026
Perikanan Petambak Garam
8. Badan Pendapatan Daerah 1. Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah 2026
e - o~ wem B BN o " b s e - ] w  wwas S - N
| 2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2026
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3. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah



9. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Kabupaten Cirebon

TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
4. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2026
Dan Retribusi Daerah
9. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 2026
Manusia
10. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang 2026
Mengarah pada Terorisme
11. | Badan Perencanaan, Pembangunan, 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 2026
Penelitian dan Pengembangan
Daerah 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 2026
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 2026
4. Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2026 2026
S. Penetapan Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2026 2026
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Di Daerah (RIPJ-PID) 2026
Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030
7. Pemanfaatan Hasil Riset 2026
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Dava Lokal 2026
Tahun 2025-2029
2026




TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Persampahan 2026
12. | Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten 2026
Cirebon
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 2026
Cirebon
3. Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kabupaten Cirebon 2026
4. Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu 2026
Data Kabupaten Cirebon
5. Penyediaan dan Pemasangan CCTV 2026
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten 2026
Ruang Cirebon
2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sumber Kabupaten 2026
Cirebon
3. Rencana Tata Tanam Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigrasi Tahun 2026
2026/2027 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigrasi Tahun 2027
14, Bagian Organisasi 1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2026
\ Kearsipan dan Perpustakaan
’1 2. Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2026
| Pendidikan




TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN

3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 2026

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2024 tentang 2026

Uraian Tugas Jabatan Manajerial di Lingkungan Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon
S. Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 2026

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
6. Uraian Tugas Jabatan Manajerial pada UPTD di Lingkungan Perangkat 2026

Daerah Kabupaten Cirebon
7. Hasil ANJAB dan ABK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
8. Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
9. Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kabupaten Cirebon 2026
10. Hari Kerja dan Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
11. Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
12 Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
13. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masvarakat di lingkungan 2026

Pemerintah Kabupaten Cirebon




TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
14. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
15. Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2026
16. Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon 2026
17. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 2026
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon
18. Hari Kerja, Jam Kerja dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel 2026
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
15. | Bagian Administrasi Pembangunan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa 2026
Konstruksi
16. | Bagian Perekonomian dan Sumber 1. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 2026
Daya Alam ]
2. Penyelenggaraan Penyesuaian Tarif Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon 2026
3. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2026
1%. Bagian Hukum 1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 2026
Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
2. SOP Pembentukan Produk Hukum Daerah 2026
3. Penanganan Perkara dan Permasalahan Hukum di Lingkup Pemerintah 2026

Daerah




-10-

TARGET
NO. PERANGKAT DAERAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PENYAMPAIAN
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2026
18. Kecamatan Waled Perencanaan Pembangunan Desa 2026
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2016 tentang 2026
Pengelolaan Aset Desa
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang 2026

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa

BUPATI CIREBON,

o\

——

IMRON




